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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan adanya Kebijakan Pembatasan Kekuasaan Eksekutif dalam
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Berawal dari kemelut politik dan krisis kepercayaan yang karena
krisis moneter tahun 1997 sehingga menampakkan kelemahan sistemik
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli
yang tidak mampu memberi jalan keluar mengatasi keadaan. Pada dasarnya,
ketidakmampuan itu bukan karena kesalahan ‘Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi.-juga kebijakan Pemerintah dan
ketidakmampuan Presiden serta pejabat pemerintahan, serta tidak adanya
dukungan dan kepercayaan masyarakat luas. Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) pada masa itu-adalah pelaksana tertinggi kedaulatan rakyat
dan Presiden sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi di bawah dan
bertanggung jawab _kepada (untergerordnet) Majelis Permusyawaratan
Rakyat sehingga ‘terpaksa melakukan rekayasa Presiden Soeharto untuk
menguasai Majelis Permusyawaratan Rakyat agar pemerintahan tidak labil.

Presiden  Soeharto  berhasil  merekayasa  sistem  Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan membentuk kekuatan 3-jalur, ABRI-
GOLKAR-KORPRI yang menguasai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
presiden sebagai pemimpin ke-3 jalur itu disamping sebagai Panglima
Tertinggi ABRI. Dengan demikian, walau Presiden bertunduk dan
bertanggung jawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat namun Presiden
Soeharto yang mengendalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan
konstruksi demikian Presiden Soeharto berhasil berkuasa selama lebih dari 30
tahun dengan membawa kemajuan dalam pembangunan, tetapi berdampak
pada hilangnya kontrol dan kebebasan, termasuk kebebasan pers, dan

kenyataan kekuasaan itu tamak (power tends to corrupt) schingga telah
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melahirkan banyak penyimpangan dan menghilangkan dukungan yang ikhlas
(genuine) dan kepercayaan rakyat pada kepemimpinan beliau.

Kemajuan teknologi dan transportasi mendesakkan perubahan,
Informasi dengan cepat menyebar dan dapat merasuk kemana saja telah
menerapkan politik ekonomi pasar untuk menarik kemajuan dunia guna
membangun negeri dan untuk menghadapi perubahan tantangan yang
demikian keras dan mendasar, setiap bangsa harus berusaha melengkapi diri
dengan sistem yang dapat membangun kepercayaan dan dukungan rakyatnya.
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu
diperbaiki, agar tujuan merdeka, dapat diwujudkan melalui struktur dan
prosedur bernegara yang lebih handal, yaitu melalui. perubahan pasal dan
ayatnya.

Perubahan undang-undang dasar ‘merupakan suatu peristiwa yang
sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena akan membawa pengaruh
yang sangat besar dalam perkembangan sejarah kehidupan bangsa. Perubahan
undang-undang dasar akan.menentukan masa depan kehidupan bangsa serta
kesejahteraan bangsa tersebut. Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis bagi kehidupan
bangsa Indonesia maka sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia
terutama dalam, kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat pentingnya
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa
Indonesia ' maka perlu dipertimbangkan secara matang apabila ingin diadakan
perubahan. Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan bangsa, sesuai
dengan aspirasi rakyat serta perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Agar
perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
memiliki kekuatan hukum yang sah maka perubahan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus memiliki landasan / dasar
hukum yang jelas. Mengenai Landasan hukum diadakannya perubahan /
Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dapat dijelaskan bahwa Perubahan undang-undang dasar merupakan suatu
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peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa karena akan
membawa pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sejarah
kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan hukum dasar yang tertulis bagi kehidupan bangsa Indonesia
maka sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia terutama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat pentingnya Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa Indonesia maka
perlu dipertimbangkan secara matang apabila ingin diadakan perubahan.
Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan<bangsa, sesuai dengan
aspirasi rakyat serta perkembangan kehidupan bangsa Indonesia.

Adapun dasar hukum perubahan Undang Undang Dasar 1945 adalah
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri,
yaitu pasal 37 yang berbunyi :

1. Untuk mengubah undang-undang.dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada
jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat harus hadir.
2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada
jumlah anggota yang hadir.
Berdasatkan hasil kajian Kelompok Kerja Reformasi Hukum dan
Perundang-undangan yang dibentuk Presiden Habibie, sebelum perubahan
Undang Undang Dasar 1945 memiliki lima kelemahan mendasar, yaitu :”

1. Struktur ketatanegaraan yang sangat executive-heavy

2. Tidak cukup mengatur checks and balances

3. Terdapat ketentuan yang tidak jelas (vague)

4. Terlalu banyak delegasi kepada undang-undang

5. Beberapa muatan Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 yang tidak
konsisten dengan pasal-pasal dalam Undang Undang Dasar 1945.

Selain itu Kelompok Kerja menambahkan terdapat banyak
kekosongan hukum (recht vacuum) yang seharusnya diatur dalam Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara substansi,

7 Jimly Asshiddigie dan Bagir Manana, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan
Presiden secara Langsung, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal.
5-6.
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Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat
executive-heavy dan sangat minim checks and balances. Hal ini tidak terlepas
dari keinginan pendiri Negara yang ingin memberikan kekuasaan yang lebih
besar bagi eksekutif tanpa menentukan batas-batas kekuasaan secara jelas dan
minus checks and balances sehingga memberikan kekuasaan yang amat
dominan kepada Presiden. Dalam system presidential, presiden cenderung
diberikan kekuasaan yang relatif besar, namun desain konstitusi harus
cenderung mampu mengantisipasi agar presiden tidak menjadi pemimpin
yang otoriter.

Di Indonesia, kekuasaan besar yang diberikan' tanpa control
konstitusional yang memadai. Dalam ranah legislasi misalnya, meski sudah
dijelaskan sebelumnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
merupakan pemegang kekuasaan legislasi; dalam praktek presiden jauh lebih
dominan dibanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapat dilihat
dalam Pasal 21 ayat (2) Undang/Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang asli, yang berbunyi Rancangan Undang Undang yang telah
disetujui DPR jika tidak-disahkan presiden, tidak dapat diajukan lagi. Begitu
dominannya presiden, Rancangan Undang Undang yang sudah disetujui
Dewan Perwakilan' Rakyat dan pemerintah tidak disahkan oleh presiden.
Contoh itu-dapat ditambah lagi dengan pembubaran Dewan Perwakilan
Rakyat oleh. Presiden Soekarno karena lembaga ini menolak Rancangan
APBN yang diajukan pemerintah.

Sekalipun Penjelasan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah tidak bersifat
absolutisme dan Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan belaka, namun
dengan besarnya kekuasaan lembaga kepresidenan, sangat sulit terciptanya
balance of power apalagi checks and balances di antara cabang kekuasaan
pemerintah. Apalagi dorongan untuk menjadikan presiden menjadikan
presiden mempunyai kekuasaan yang absolute dilegitimasi oleh Penjelasan
Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Presiden adalah
penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR”. Tidak cukup
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dengan hal itu, dalam menjalankan pemerintahan presiden menjadi pusat
kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggara negara (concentration of
power and responisibility upon the President).

Dalam hal terlalu banyak delegasi kepada undang-undang, Penjelasan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara
ekspisit menyatakan bahwa hukum dasar yang dirancang oleh para pendiri
negara bersifat singkat dan supel. Berhubung dengan sifat itu, ditegaskan
sebagai berikut:
“Maka telah cukup jikalau Undang Undang Dasar hanya memuat aturan-
aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagi .instruksi kepada
pemerintah  pusat dan lain-lain  penyelenggara  Negara  untuk
menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan social. Terutama
bagi Negara baru dan Negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu
hanyya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan undang-undang, yang lebih
mudah cara membuat, mengubah, dan mencabut”.

Berdasarkan hal itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memang telah dirancang sedemikian rupa dengan memberikan
pendelegasian yang lebih réndah berupa undang-undang. Dari ketentuan yang
ada, setidak- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mendelegasikan 15 masalah penting penyelenggaraan negara kepada undang-
undang. Masalah-masalah itu meliputi : komposisi keanggotaan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, syarat dan akibat keadaan bahaya, susunan Dewan
Pertimbangan Agung, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah, susunan keanggotaan DPR, pajak, mata uang, keuangan Negara,
susnan dan kedudukan kahakiman, syarat menjadi dan diberhentikan sebagai
hakim, kewarganegaraan, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan
menyatakan pendapat, pertahanan Negara, dan pendidikan nasional.

Jika diletakkan dalam teori konstitusi, sebagian masalah penting itu
seharusnya diatur dengan materi hukum dasar bukan mendelegasikannya
menjadi substansi undang-undang. Sebagaimana dinyatakan S.E. Finer,

Vernon Bogdanor dan Bernard Rudden, konstitusi merupakan seperangkat
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norma yang bertujuan mengatur fungsi-fungsi kekuasaan serta tugas diantara
berbagai lembaga negara dan mengatur hubungan antara lembaga itu
termasuk hubungan dengan masyarakat. Dengan memberikan delegasi yang
lebih banyak kepada undang-undang, sebagai the fundamental and organic
law of a nation Undang Undang Dasar 1945 dapat dikatakan mereduksi diri
sendiri sebagai sebuah hukum dasar.

Dalam batas-batas tertentu, jika undang-undang dasar memmberikan
atribusi kewenangan untuk mengatur beberapa hal kepada undangt-undang
dapat saja dikatakan wajar dan tidak menjadi masalah, Tetapi Undang
Undang Dasar 1945 terlalu longggar menyerahkan hal-hal yang amat
fundamental kepada undang-undang. Dalam system. ketatanegaraan yang
mengabaikan checks and balances dengan konsentrasi kekuassaan di tangan
presiden, sangat mungkin undang-undang mereduksi substansi Undang
Undang Dasar 1945. Keadaan akan makin bertambah buruk dengan model
fungsi legislasi yang berada dalam kendali pemerintah.

Salah satu contoh delegasi ke tingkat undang-undang yang mereduksi
substansi konstitusi adalah undang-undang yang berhubungan dengan
susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang kekuasaan Orde
Baru. Pasal 19 ayat. 2 Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “ susunan
DPR ditetapkan dengan Undang-undang”. Dengan delegasi Undang Undang
Dasar 45, untuk menentukan susunan Dewan Perwakilan Rakyat, sejak
Pemilihan Umum 1971-1999, sebaian anggota Dewan Perwakilan Rakyat
diisi dengan cara penunjukan. Kecuali dalam 1990-an, sejak pemilihan umum
pertama OrBa, 100 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat diangkat dari
ABRI. Dengan delegasi itu, engineering yang dilakukan undang-undang
seolah-olah benar. Kondisi itu diperparah dengan adanya atribusi undang-
undang kepada pemerintah (presiden) dalam bentuk peraturan pemerintah
dan/atau  keputusan presiden. Sepanjang kekuasaan OrBa, seperti
dikemukakan Mahfud, pemerintah (presiden) telah mengakumulasikan

kekuasaan secara besar-besaran kewenangan yang diberikan oleh Undang
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga menjadi
rezim otoriter.

Selain masalah delegasi kepada undang-undang, sejumlah pasal Undang
Undang Dasar 1945 tidak jelas yang membuka peluang penafsiran yang
bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan konstitusi. Salah satu contoh
klasik yang sering dikemukakan yaitu pasal 7 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Presiden dan Wakil
Presiden memegang masa jabatan selama masa lima tahun, sesudahnya dapat
dipilih kembali. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 7. Undang Undang
Dasar 1945 secara jelas mengatur bahwa masa jabatan presiden adalah lima
tahun. Ketidakjelasan dan multitafsir itu muncul ‘dengan adanya frase
“sesudahnya dapat dipilih kembali” karena tidak ada penegasan atau
pembatasan untuk beberapa kali seseorang dapat menduduki jabatan presiden
dan wakil presiden.Sehingga hal ini dapat mengantarkan Presidan Soeharto
dapat menjabat Presiden lima periode. Dalam masa jabatan lima periode ini8
Majelis Permusyawaratan Rakyat- (MPR), merasa kecewa dan kebencian
terhadap pemerintah di- bawah Presiden Soeharto yang otoriter dan
diskriminatif, serta didorong oleh adanya euforia terhadap kebebasan dan
demokrasi, langkah pembatasan hak prerogatif presiden khususnya Pasal 13
ayat (2) dan ayat (3) untuk supaya presiden tidak begitu mudah untuk
mengangkat atau menerima duta, dalam kenyataannya pengangkatan duta itu
ada yangberdasar karena tidak disukai oleh presiden, maka perlu pembatasan
dalam pengangkatan duta.

Dalam hal amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, terkait dengan isi pokok bagian pembukaan tetap
sama dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Undang Undang Dasar Proklamasi. Sebab, bagian pembukaan tidak
mengalami perubahan hanya dilakukan pada bagian batang tubuh (pasal-
pasal) yang ada di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. sehingga dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Tahun 1945 hasil amandemen terdapat penambahan dan pengurangan pasal-
pasal.

Adapun isi pokok Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 hasil amandemen meliputi bentuk dan kedaulatan, MPR
kekuasaan pemerintahan Negara, kementerian Negara, pemerintahan Negara,
DPR, DPRD pemilu, hal keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
kekuasaan kehakiman, wilayah Negara, warga Negara dan penduduk, HAM,
agama pertahanan dan keamanan Negara, pendidikan dan kebudayaan,
perekonomian dan kesejahteraan social, bendera, bahasa, lambing Negara,
lagu kebangsaan, dan perubahan undang-undang dasar. Disamping itu, dalam
Undang Undang Dasar Negara Republik Indenesia Tahun 1945 hasil
amandemen juga terdapat tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan
tambahan. Adapun tentang dewan pertimbangan Agung (DPA), dilakukan
penghapusan . selain DPA, bagian penjelasan juga dihapus. Sehingga Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen
hanya terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal (pasal II aturan tambahan).
Tidak ada lagi bagian penjelasan.

Sedangkan mengapa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu._diamandemen, ada beberapa alasan yang menjadi
pertimbangan. ‘Alasan Undang Undang Dasar 1945 Diamandemen menurut
para pakar hukum Indonesia antara lain :

1. Prof. Dr. T. Sri Soemantri, SH.

Beberapa perubahan dalam UUD 1945 menurut Sri Soemantri
adalah Pembatasan kekuasaan Presiden, Pemisahan kekuasaan, Pengaturan
Pemerintahan Daerah, selanjutnya mengenai Kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, kemudian dinyatakan
dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, adanya lembaga-
lembaga Negara baru seperti DPD, KY dan MK, kemudian DPA dilakukan
penghapusan, dan yang terakhir adalah adanya ketentuan bahwa anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Akibat dari diubahnya
pasal 1 tentang kedaulatan, maka MPR tidak lagi sebagai lembaga
tertinggi Negara, dengan demikian kedudukan MPR sederajat dengan
lembaga-lembaga yang lain, seperti DPR, DPD, Presiden dan Wakil
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Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan
Badan Pemeriksa Keuangan. ™

- 2.Prof. Dr. Bagir Manan, SH., L.LM.

Dorongan memperbaharui dan mengubah UUD 1945 sesuai dengan
kenyataan bahwa sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam
pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan staatside mewujudkan Negara
berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, Negara
berdasarkan atas hukum yang menjadmin hal-hal seperti Hak Asasi
Manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia, yang terjadi adalah etatisme, otoriterisme atau
kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.”” Sedangkan
tujuan dari adanya Amandemen UUD 1945 menurut Bagir Manan adalah
Pertama, mewujudkan kembali pelaksanaan demokrasi dalam segala peri
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Kedua, mewujudkan
kembali pelaksanaan prinsip Negara yang berdasarkan hukum, ketiga,
pemberdayaan rakyat dibidang politik, ekonomi; social dan lain-lain,
kempat, mewujudkan kesejahteraan wmum® dan sebesar-besarnya
kemakmuran atas dasar keadilan social bagi'seluruh rakyat Indonesia.”®

3.Prof. Dr. Jimly Asshiddigie.

Menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya
amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satunya berakibat
terhadap pergeseran format kelembagaan negara, diantaranya, Pertama,
Mengenai peralihan fungsi kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang,
Kedua, perumusan pasal-pasal Hak Asasi Manusia, Ketiga, pencantuman
ketentuan mengenai> keanggotaan unsur TNI dan POLRI yang bersifat
sementara, Keempat, pencantuman DPD, Kelima, perkembangan pemilihan
Presiden dan_~Wakil Presiden secara langsung, Keenam, Kekuasaan
Kehakiman yang mandiri, Ketujuh, Pemisahan Kekuasaan, Kedelapan,
kurangnya disadari pentingnya paradigma pemikiran konseptual kenegaraan
yang seharusnya melandasi perumusan perubahan terhadap materi UUD.”’

4. Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH., SU.

Menurut Mahfud tujuan diadakannya amandemen UUD 1945 adalah agar
hubungan kerja antara lembaga Negara yang jauh lebih mencerminkan check
and balance sehingga Negara Indonesia menjadi lebih demokratis. Presiden
dan DPR sudah diposisikan secara sejajar, dan tidak ada kooptasi dan

™ T. Sri Soemantri, Konstitusi dan sejarah MPR dalam perkembangan system

ketatanegaraan Indonesia, Makalah untuk menyambut Mahasiswa Baru Program Doktoral Unpad
— Bandung, tanggal 5 agustus 2004, hal. 4-5

7> Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta : FH UII Press, 2003, hal. 11

76 Disarikan dari buku Jimly Asshiddigie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran
Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta : FH UII Press, 2004, hal. 5-7

77 Disarikan dari buku Jimly Asshiddigie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran
Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta : FH UII Press, 2004, hal. 5-7
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dominasi dari yang satu terhadap yang lain, lembaga legislatif tak bisa
bermain-main membuat Undang-Undang, karena jika itu terjadi bisa diuji
(dibatalkan) oleh Mahkamah Konstitusi, untuk menjaga keluhuran martabat
hakim-hakim diawasi oleh Komisi Yudisial.”® itu kemajuan besar terhadap
UUD 1945 amandemen adalah terutama menguatnya format dan mekanisme
check and balanceoleh lembaga yudisial dan pengaturan lebih rinci tentang
perlindungan Hak Asasi Manusia.

5 Prof. Abdul Muktie Fadjar, SH., MS.
Beberapa alasan dikemukakan Muktie Fadjar, diantaranya alasan Historis,
bahwa dalam sejarahnya UUD 1945 memang didesain sifatnya hanya
sementara, alasan Filosofis terdapat percampuradukan seperti faham
kedaulatan rakyat dengan faham integralistik dan faham Negara hukum
dengan faham Negara kesatuan, alasan Teoritis keberadaan konstitusi
seyogyanya untuk membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenang, akan
tetapi UUD 1945 sebelum amandemen tidak mencerminkan hal tersebut,
alasan yuridis terdapat pengaturan mengenai\ perubahan UUD 1945
sebagaimana Pasal 37, alasan politis praktis baliwa secara sadar maupun
tidak sadar UUD 1945 sebelum amandemen dalam praktek politik sering
menyimpang dari teks aslinya.*’
Secara Garis besar bahwa alasan pembatasan kekuasaan eksekutif di
Indonesia sangat diperlukan sebab
1. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis maka masa jabatan
Presiden yang diatur “dalam Pasal 7 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih
kembali. ‘Ini berarti setiap 5 tahun Presiden bisa dipilih lagi. Ini bisa
menjadikan Presiden seumur hidup, dan akan membahayakan demokrasi
sebab tanpa ada pembatasan masa jabatan. Hal ini akan menimbulkan :
a. Presiden akan otoriter
b. Akan terjadi kolosi, korupsi dan nepotisme
c. Timbul kultus individu

d. Tidak ada regenerasi yang baik

78 Moh. Mahfud MD. OP. Cit, hal 171-172

7 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, ,Jakarta : LP3ES, 2007, hal. 47

% Abdul Muktie Fadjar, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Konstitusi
Press, 2006, hal. 9-11
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Maka masa jabatan Presiden harus dibatasi dengan Undang Undang
Dasar yang jelas, sehingga dapat memenubhi rasa keadilan dan mengurangi
sifat tamak dan dapat mewujudkan regenerasi positif dan
berkesinambungan karena memberi kesempatan generasi muda.
Pembatasan masa jabatan presiden dengan pasal 7 Undang Undang Dasar
1945 yang di amandemen menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan selama 5 Tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan
Presiden. Dengan berdasar pasal 7 Undang Undang Dasar 1945 hasil
amendeman ini tegas membatasi masa jabatan Presiden sehingga tidak bisa
ditafsirkan dengan pengertian lain.

2. Untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis kekuasaan eksekutif
harus dibatasi dalam campur tangan urusan yudikatif, sebab dalam Undang
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli Pasal 24 ayat (1)
menyatakan “Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang
Undang. Dengan lahirnya Undang Undang No. 19 Tahun 1964 tentang
Ketentuan-Ketentuan ‘Pokok Kekuasaan Kehakiman maka Undang-
Undang No." 19" Tahun 1964 merupakan undang-undang yang
membelenggu para hakim dan advokat serta para intelektual, sebab dalam
Pasal 19.ada ketentuan bahwa Presiden boleh campur tangan dengan
leluasa dalam tiap tahapan proses peradilan demi kelangsungan revolusi
atau kepentingan nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 14
Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada
konsiderannya jelas menyebutkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun
1964 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lemahnya posisi
pengadilan semakin nyata apabila dalam pelaksanaannya tugasnya
berhadapan dengan kepentingan pemerintah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tersebut
maka kewenangan presiden untuk melakukan intervensi terhadap proses

pemeriksaan perkara tidak lagi memiliki payung hukum. Undang-Undang
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No. 14 Tahun 1970 membawa spirit perubahan yang mendasar pada
kekuasaan kehakiman.

Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi :

“Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 (1)
organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-
masing Departemen yang bersangkutan”.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang
bagi penguasa untuk melakukan intervensi kedalam proses peradilan,
maka menurut peneliti peluang eksekutif harus dibatasi dengan Undang-
Undang Dasar bukan hanya dengan Undang Undang supaya tidak bisa
lagi ikut campur dalam urusan pengadilan. Namun kenyataannya setelah
munculnya Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, khusus Pasal
24 ayat (1) dan (2), dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman maka kedudukan pengadilan semakin kuat dan
sulit diintervensi oleh kekuasaan eksekutif tetapi berganti yang
mengintervensi orang yang bermasalah tetapi mempunyai uang banyak
untuk mengintervensi.

3. Untuk menjadikan kedudukan Presiden dan DPR sederajad. Sehingga
kekuasaan eksekutif harus dibatasi terhadap kekuasaan legislasi, sebab
pasal 2l.ayat (2) Undang Undang dasar 1945 yang asli, menyatakan
Rancangan Undang Undang yang sudah disetujui oleh eksekutif dan
legislatif tidak disahkan oleh Preseiden maka Rancangan Undang Undang
tidak bisa diajukan lagi dalam persidangan, ini menggambarkan
bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal membuat Undang-
Undang rendah atau lemah. Hal ini tercermin dalam hal Rancangan
Undang Undang Penyiaran dimana Rancangan Undang Undang itu sudah
disetujui oleh eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat, namun Dewan
Perwakilan Rakyat agar merevisi Rancangan Undang Undang tersebut. Ini
menjadikan alasan untuk membatasi kekuasaan eksekutif dalam hal
legislasi. Dengan pasal 20 ayat 5 Undang Undang 1945 hasil amendemen

yang menyatakan bahwa. Dalam hal rancangan Undang Undang yang telah
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disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30
hari semenjak rancangan disetujui, rancangan Undang Undang tersebut
sah menjadi Undang Undang dan wajib di Undangkan. Dengan pasal 20
ayat 5 Undang Undang Dasar 1945 hasil amendemen ini perisen tidak bisa
lagi menggantung rancangan Undang Undang yang telah disetujui untuk
menunggu pengesahan dari Peresiden, apalagi membatalkannnya.

4. Untuk pengangkatan Duta Besar oleh Presiden perlu dibatasi. Sebab pasal
13 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang asli mengatur pengangkatan Duta Besar penuh ditangan Presiden.
Sehingga dalam penempatan Duta Besar Presiden kadang-kadang kurang
sesuai dalam memilih Duta Besar tersebut. Karena tidak sesuai dengan
keahliannya, dan tidak bisa mewakili ;negara Indonesia dimana ia
ditempatkan. Karena dasar pengangkatannya berdasarkan orang-orang
yang tidak disukai karena kritis dalam pemikiran, maka orang-orang itu
akan dijadikan Duta Besar karena dianggap membahayakan penguasa.
Sehingga menjadi Duta Besar terkesan dibuang. Maka untuk mengatisipasi
hal itu pasal 13 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 yang telah
diamandemen meényatakan: dalam hal mengangkat duta Presiden
memeperhatiakn pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat diaharpkan Presiden dengan
seenaknya mengangkat duta sehingga pulitik balas budi dapat dihindari,
dan Presiden juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang hubungan luar negeri.

5. Dalam hal pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kekuasaan
Presiden yang tertuang dalam Pasal 14 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang asli yang berbunyi ” Presiden
memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”. Pasal tersebut perlu
dibatasi. Sebab kekuasaan Presiden dalam menjalankan Pasal 14 Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dibatasi akan
melemahkan upaya penegakan hukum dan melumpuhkan efek jera dan

akan menghancurkan moral penegak hukum, karena ia merasa kerja
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kerasnya sia-sia dalam memproses perkara tersebut. Dengan berlakukanya
Undang Undang Dasar 1945 yang amandemen yang berbunyi: presiden
memeberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan mahkamah Agung diharapkan
Persiden menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan diberi grasi dan
rehabilitasi sehingga dalam pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden
dapat mewujutkan keadilan baik dari segi hukum maupun adil bagi
masyarakat. Dalam hal pemberi amnesti dan abolisi menurut pas 14 ayat 2
Undang Undang Dasar yang diamandemen menyatakan: Presiden memberi
amnesti dan abolisi dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat. Pembatasan kekuasan Presiden oleh «pasal 14 ayat 2 Undang
Undang Dasar yang diamandemendimaksud untuk memberi amnesti dan
abolisi dalah masalah politik maka perlu mendapat pertimbanga dari
Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dalam pemberian amnesti dan
abolisis akan bermakna dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Presiden dalam memberikan - gelar tanda jasa dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 harus dibatasi sebab bila tidak ada batas-
batas yang jelas akan menimbulkan masalah karena untuk mendapat gelar,

tanda jasa, 1tu harus memenuhi kriteria misalnya:

a.  Memiliki keteladan dan intregritas moral

b. Berkelakuan baik

c. Berjasa terhadap negara dan bangsa

d. Tidak pernah dihukum

e. Tidak pernah mengkhianati bangsa dan negara

f.  Pernah angkat senjata dalam merebut dan mempertahankan Republik

Indonesia
Sehingga jangan sampai mendapat jasa, dan gelar tetapi masa lalunya
pernah menjadi pengkhianat bangsa, maka perlu pertimbangan baik dari
lembaga-lembaga negara maupun masyarakat. Dengan berlakunya pasal

15 Undang undang Dasar 1945 yang diamandemen yang berbunyi :
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Presiden memberi gelar, tanda jasa dan Lain-lain tanda kehormatan yang
diatur dengan Undang Undang. Dengan terbitnya Undang Undang No 20
tahun 2009, sehingga Presideng tidak bisa lagi dapat memberi gelar, tanda
jasa dan lain-lain tanda kehormatan sesuka hatinya karena dibatasi oleah

Undang-undang tersebut.

B. Kemampuan Norma-norma Hasil Amandemen Undang-Undang
Dasar 1945 dalam mewujudkan Check and Balance dalam Sistem
Pemerintahan Republik Indonesia.

Arus reformasi yang melanda Indonesiatmémberikan perubahan
yang mendasar terhadap format kelembagaan negara republik ini. Salah
satunya adalah adanya perubahan (amandemen) Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun.1945. Implikasi dari perubahan ini
yakni, tidak ada lagi status “lembaga tertinggi negara”. Lembaga
penyelenggara negara sekarang.posisinya sejajar, sama-sama sebagai
“lembaga negara”.hubungan” antar lembaga negara menjadi horizontal
tidak lagi vertikal.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sebelum “amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi
“lembaga tertinggi negara”, lembaga-lembaga negara dibawahnya menjadi
“lembaga tinggi negara” seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Mahkamah Agung (MA) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga tinggi negara harus
bertanggung jawab kepada lembaga tertinggi negara. Kedaulatan rakyat
yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam
pelaksanaannya dijalankan oleh lembaga negara dibawahnya (distribution
of power) dan lembaga-lembaga negara tersebut bertanggung jawab
kepada MPR. Misalnya, Presiden sebagai mandataris Majelis
Permusyawaratan Rakyat harus mempertanggungjawabkan kinerjanya

kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
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Dalam sejarah Indonesia, sudah beberapa kali pemerintah
melakukan amandemen pada Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menyesuaikan
undang-undang dengan perkembangan zaman dan memperbaikinya
sehingga dapat menjadi dasar hukum yang baik. Dalam proses tersebut,
terdapat perbedaan antara sistem pemerintahan sebelum dilakukan
amandemen dan setelah dilakukan amandemen. Perbedaan tersebut adalah:
1. MPR

Sebelum Amandemen

Sebelum dilakukan amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat

merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana

sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Wewenang

a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan
Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/
Mandataris.

b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-
putusan Majelis.

c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden
Wakil Presiden.

d."Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai
pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai
pertanggungjawaban tersebut.

e. Mencabut mandat dan  memberhentikan  Presiden  dan
memberhentikan  Presiden dalam masa jabatannya apabila
Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara
dan/atau Undang-Undang Dasar.

f. Mengubah undang-Undang Dasar.

g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.

h. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
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i. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar
sumpah/janji anggota.

Sesudah Amandemen :

Setelah amandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara

yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga

Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat , DPD, BPK, MA, dan MK.

Wewenang :

1) Menghilangkan supremasi kewenangannya

2) Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN

3) Menghilangkan kewenangannya mengangkat ‘Presiden (karena
presiden dipilih secara langsung melalui pemilu)

4) Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

5) Melantik presiden dan/atau wakil presiden

6) Memberhentikan Presiden “dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya

7) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden
dalam hal terjadi-kekosongan Wakil Presiden

8) Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon
Presiden dan-Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
Pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden
dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan.

9) MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN.
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut peneliti
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat telah dipangkas habis
wewenangnya karena Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan
merupakan lembaga tertinggi sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang

asli, tetapi sudah diambil statusnya menjadi lembaga tinggi negara
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yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat , Presiden, DPD,
sehingga tidak bisa menjatuhkan presiden secara politik kecuali
melakukan pelanggaran hukum dan tidak berhak meminta
pertanggung jawaban presiden ini memberi peluang besar pada
presiden untuk membuat program-program pembangunan yang
dirancang oleh presiden dan tidak harus bertanggung jawab pada
Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam akhir jabatannya.
2. Kewenangan DPR

Sebelum Amandemen

Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang

anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara

berkala lima tahun sekali. Meskipun  demikian, Presiden tidak

bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat .

Wewenang :

a. Memberikan persetujuan atas Rancangan Undang Undang yang
diusulkan presiden;

b. Memberikan persetujuan atas PERPU;

c. Memberikan persetujuan atas Anggaran;

d. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta
pertanggungjawaban presiden; dan

e. Tidak disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berwenang
memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah
Konstitusi;

Sesudah Amandemen

Setelah amandemen, Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat diperkuat

sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih

diperjelas seperti adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam

pemberhentian presiden, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas

beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya.
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Wewenang

1) Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama ;

2) Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ;

3) Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang Undang yang
diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan
mengikutsertakannya dalam pembahasan ;

4) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD ; dan

5) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang,
APBN, serta kebijakan pemerintah ;

Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai beriakut:

a. DPR dalam kekuasaan membentuk Undang Undang

Berdasarkan rumusan ini Dewan Perwakilan Rakyat
merancang Undang Undang. Jika dibanding dengan pasal 5 ayat
Undang Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
asli Presiden yang membentuk Undang Undang. Penurut peneliti
pasal 20 ayat (1) ini sangat membebani kerja Dewan Perwakilan
Rakyat. sebab DPR tidak mempunyai tenaga ahli karena kerjanya 5
tahun sekali, berbeda dengan Presiden yang mempunyai tenaga ahli
banyak dan pegawai tetap yang ahli bidang hukum masing-masing
selain ini di dalam Undang Undang Dasar 1945 yang diamandemen
sudah ada lembaga yang namanya mahkamah Konstitusi (MK) yang
menurut pasal 24 c ayat (1) Mahkamah kostitusi hak mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar,
memutuskan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutuskan
pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang

hasil pemilihan umum dengan demikian menurut peneliti Undang
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Undang cukup dirancang oleh Presiden dan dimintakan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat sebab Undang Undang itu sudah dikontrol
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, sehingga
tidak bisa sewenang-wenang. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 20
ayat (1) dan ayat(4) walaupun Undang Undang Itu sudah disetujui
dan disahkan berlakunya ini masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi apabila Undang Undang itu dinilai bertentangan dengan
Kosntitusi.

Menurut peneliti Undang Undang cukup dibuat atau dirancang
oleh Presiden saja seperti pasal 5 ayat (1 ).Undang Undang Dasar
yang asli sebab dengan adanya Dewan: Perwakilan Rakyat dan
Mahkamah Konstitusi sudah sangat cukup untuk mengontrol isi
Undang Undang, Kalau pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar yang
asli tidak ada lembaga lain yang mengontrol Undang Undang kecuali
yang membentuk sendiri sehingga akan menimbulkan kesan bahwa
Undang Undang itu dibuat untuk pembenar atas kehendak penguasa
baik yang sudah-dilakukan maupun yang akan dilakukan sehingga
hukum atau Undang Undang sebagai alat untuk membenarkan
kebijakan yang sebenarnya salah satau tidak baik.

b. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat pasal 23 ayat (2) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rancangan Undang Undang anggaran pendapatan dan belanja
Negara diajukan oleh Presiden. Untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD bila
kita melihat UUD 1945 yang asli pasal 23 ayat (1) pendapatan dan
belanja di tetapkan setiap tahun dengan Undang Undang. Apabila
Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang
diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran
tahun lalu.

Menurut peneliti Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pasal 23 ayat (1) ini sudah menunjukkan
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perimbangan kekuasaan dalam membuat anggaran sebab disitu
melibatkan DPD untuk dimintai pertimbangan sehingga anggaran
dapat menyentuh sasaran yang tepat di daerah.

c. Wewenang DPR Pasal 23 F ayat (1)
Anggota Badan Pemerikas Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan
oleh Presiden.

Menurut peneliti Dewan Perwakilan Rakyat memilih anggota

BPK kepada yang tepat sebab pilihan Dewan Perwakilan Rakyat ini
diharapkan dapat mengawasi anggaran yang digunakan dari pusat
sampai daerah sehingga eksekutif bisa lebih: berhati-hati sehingga
kebocoran itu dihindari.

e. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat pasal 24 ayat (3)

Calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk .mendapat persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sebagai hakim‘agung oleh Presiden.

Menurut peneliti hakim agung dipilih oleh Komisi yudisial ini akan
sangat memilih hakim agung yang baik yang tidak mudah mendapat
pengaruh eksekutif. Sebab secara administratif Komisis Yudisial itu
mempunyal wewenang dan selanjutnya untuk disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. Diharapkan hakim agung itu bisa melaksanakan
tugas yang seadil-adilnya.

3. Kewenangan Presiden
Sebelum Amandemen
Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga
memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan
yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang
sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat
menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden

dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup.
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Wewenang:

a. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK.

b. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentingan yang memaksa)

c. Menetapkan Peraturan Pemerintah

d. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

Pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

Setelah Amandemen

Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala ‘pemerintahan dan

berwenang mengusulkan rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan

persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat

dipilih kembali selama satu periode.

Wewenang

1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.

2) Presiden tidak lagi.mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh
presiden.

3) Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut,dan Angkatan Udara

4) Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas Rancangan Undang Undang bersama Dewan
Perwakilan Rakyat serta mengesahkan Rancangan Undang Undang
menjadi Undang Undang.

5) Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentingan yang memaksa)

6) Menetapkan Peraturan Pemerintah

7) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

8) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan

negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
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9) Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat

10)Menyatakan keadaan bahaya

11)Mengangkat dan menerima duta besar dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali

di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Jika dalam Pilpres

didapat suara >50% jumlah suara dalam pemilu.dengan sedikitnya 20%

di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi

Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden

terpilih. Jika tidak ada pasangan .calon Presiden dan Wakil Presiden

terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan
kedua dalam Pilpres mengikuti.Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang
memperoleh suara terbanyak.dalam Pilpres Putaran Kedua dinyatakan
sebagai Presiden dan-Wakil Presiden Terpilih.

Menurut Peneliti ada lima hal yang menjadi permasalahan tentang

kedudukan presiden dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

1. Dalam perubahan pasal 5 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan presiden semula
mempunyai kekuasaan membentuk Undang Undang, berdasarkan
pasal 20 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dari hasil amandemen berubah kekuasaan membentuk
Undang Undang beralih dari Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat ,
ini menurut peneliti hanya menjadi beban Dewan Perwakilan Rakyat ,
karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki tenaga yang ahli dan
Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya hanya menyetujui, merubah dari
1si Rancangan Undang Undang tersebut beserta bulan merancang
Undang Undang. Penyusunan proleknas tidak diserta data-data atau
hasil kajian yang valid. Kebanyakan proleknas Rancangan Undang
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Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat hanya mengajukan
judulnya saja tanpa diserta dengan masalah akademik atau kajian-
kajian sebelumnya yang membuktikan bahwa Rancangan Undang
Undang tersebut penting bagi kehidupan Indonesia. Dalam hal ini
Rancangan Undang Undang usulan perintah lebih rapi dibandingkan
Rancangan Undang Undang usulan Dewan Perwakilan Rakyat
(Desain Hukum Hal 11. No. 2 Tahun 2011 Hal 7) dalam proses
pembentukan UU ini kedudukan presiden sangat kuat sebab UU yang
susah payah dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat bila tidak
disetujui oleh Presiden tidak ada artinya sehingga hanya membuang
waktu.

2. Kedudukan presiden Pasal 7 B Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Memberi kedudukan Presiden lebih kuat dalam memerintah sebab
presiden tidak serta merta bisa dijatuhkan oleh MPR dari usulan
Dewan Perwakilan Rakyat,-usulan pemberhentian presiden dan wakil
presiden harus diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ke MPR
hanya terlebih. dahulu mengajukan permintaan ke MK untuk
memeriksa, mengadili dan memutusan pendapat DPR bahwa Presiden
dan/.atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa
penghianatan terhadap Negara, Korupsi, penyuapan tindak pidana
berat lainnya atau perbuatan tercela, dan / atau presiden dan / atau
wakil presiden tak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau
wakil presiden 7B ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945 yang di Amandemen.
Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada MK hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah
anggota DPR pasal 7B ayat (5). Apabila MK memutuskan bahwa
Presiden dan atau wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran

hukum berupa pengeluaran terhadap Negera, korupsi, penyuapan
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tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan atau terbukti
bahwa presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan
pemberhentian presiden dan wakil presiden kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 7B ayat 7. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat asal
usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil
dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota yang hadir, setelah
presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan mengatakan
penjelasan dalam rapat paripurna Majelis-Permusyawaratan Rakyat.
sehingga sulit untuk menjatuhkan presiden sehingga ini meperkuat
sistem presidentil memuat peneliti Presiden mempunyai keleluasaan
dalam menjalankan APBN " dan tidak dituntut bertanggungjawab
kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat tetapi bertanggung jawab
pada hukum.

3. Pengangkatan dan-penerimaan Duta

Pasal 13 ayat 2 dalam mengangkat Duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan - Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut penulis
pengangkatan Duta oleh Presiden harus memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat ini penting supaya pengangkatan bisa lebih
tepat karena mewakili kepentingan bangsa, sebelum Reformasi
pengangkatan Duta terkesan untuk membuang orang-orang dekat
Presiden yng banyak mengkritisi atau orang yang melakukan
kesalahan tetapi dekat dengan presiden semua itu karena tidak ada
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat .

Presiden menerima penempatan duta Negara lainnya
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat hal ini
menyulitkan  presiden, sebab apabila Dewan Perwakilan Rakyat
memberi pertimbangan yang intinya menolak akan membuat Negara

yang mengirim akan tersinggung sehingga menjadikan permasalahan
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dengan Negara lain. Pengangkatan dan penerimaan duta tidak lagi hak
preogratif Presiden secara penuh karena meminta pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat .

4. Pemberian grasi dan rehabilitasi pasal 14 ayat 1
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan Makamah Agung pasal 14 ayat (1) Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menunjukkan hak
preogatif Presiden. Terganggu oleh pertimbangan Makamah Agung.

Menurut peneliti hal ini kurang tepat sebab_pasal 13 ayat (1)
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan
mempengaruhi  perilaku Presiden selaku kepala negara untuk
memberikan grasi dan rehabilitasi. terhadap seseorang. Sebab
terpidana itu adalah masalah yang sudah diurusi oleh MA dan dan
dimintakan pertimbangan MA “lagi oleh presiden jelas ini akan
menghasilkan pertimbangan.— pertimbangan masa lalu yang telah
diputuskan oleh MA.

5. Presiden memberi-amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan‘Rakyat pasal 14 ayat (2) Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut peneliti pemberian amnesti dan abolisi harus memperhatikan
pertimbangan DPR juga mengurangi hak perogatif Presiden walaupun
amnesti dan abolisi ini penuh masalah politik sehingga akan
menambah persoalan Presiden.

4. Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Kedudukan DPA berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 yang
asli merupakan lembaga yang berdasarkan prinsip dan falsafah
kekeluargaan dengan kewajiaban utama memberi jawaban atas
pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah
yang dalam penjelasannya disebut sebagai council of state. Pemerintah
di sini bukan saja eksekutif, melainkan pemerintah negara yang

meliputi semua penyelenggaraan negara, termasuk legislatif dan
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yudikatif. Sebab, kedudukannya adalah council of state. Dengan
dihapusnya DPA oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui
amandemen, maka prinsip dan sistem tersebut menjadi dihilangkan.
Dengan perombakan ini maka tidak ada lagi council of state, yang ada
hanya Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden), bukan pemerintah
negara.

Dalam praktiknya sekarang ternyata Presiden, sebagai kepala
negara, membutuhkan masukan-masukan dari lembaga seperti ini. Hal
ini terbukti dengan dibentuknya Dewan Pertimbangan Presiden
(Wantipres) oleh presiden berdasarkan hasil amandemen. DPA yang
berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 yang asli dan Wantimpres
berdasarkan hasil amandemen mempunyai perbedaan yang prinsip.

Pertama, DPA tidak berada di/bawah Presiden, tapi setara dengan
Presiden sehingga DPA memiliki kebebasan untuk memberikan
pertimbangan berupa pendapat, nasihat atau kritik mengenai
pemerintahan negara. ‘Sedangkan, Wantimpres yang dibentuk oleh
Presiden berdasarkan “atas Keppres bersifat subordinasi kepada
Presiden dan logikanya tidak berani memberikan kritik atas kebijakan
Presiden.

Kedua,keanggotaan DPA terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh
nasional, tokoh daerah, dan tokoh golongan profesi dengan kriteria
yarig jelas berdasarkan UU tentang DPA, sedangkan Wantimpres
sangat tergantung dari subjektivitas Presiden.

5. Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk
oleh amandemen, yang berwenang mengadili perkara politik pada
tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final.
MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutuskan sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
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amandemen, yaitu pembubaran parpol dan memutuskan perselisihan

hasil Pemilu. Bahkan, yang lebih hebat lagi, Mahkamah konstitusi

memiliki wewenang untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan

oleh Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Amandemen Pasal 24 ayat 2, Mahkamah Konstitusi
digolongkan sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman, disamping
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lain, seperti Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Kewenagan Mahkamah Konstitusi lebih besar daripada Mahkamah
Agung sebab Mahkamah Agung sebagai. Peradilan puncak hanya
berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang. Sedangkan,
MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang
Dasar.

6. Kedudukan Komisi Yudisial (KY)

Pasal 24 B :

(3) Komisi Yudisial ‘bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta.perilaku hakim.***)

(4).Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela.**%*)

(5) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

(6) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur
dengan undang-undang.***)

7. Keududukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Amandemen terkait dengan BPK menempatkan lembaga BPK
dalam amandemen tersebut dalam bab tersendiri.

Pasal 32 E :
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(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab dan tentang
keuangan negara diadakan satu Badan Keuangan yang bebas dan
mandiri. **%*)

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. **%*)

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. **%*)

Pasal 23F :

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan' dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. ***)

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh
anggota.***)

Pasal 23G :

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan
memiliki perwakilan di setiap provinsi. **%*)

(2) Ketentuan “lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan

diatur dengan undang-undang.***)

Dengan digelarnya Undang Undang Dasar 1945 pasca-
amandemen, status Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga
tertinggi negara dihapus. Posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat sekarang
menjadi lembaga tinggi negara sejajar dengan lembaga tinggi negara
lainnya. Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengatakan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Setiap lembaga tinggi
negara mempunyai fungsi dan kerja masing-masing serta terdapat
pemisahan kekuasaan (separation of power) didalamnya. Lembaga tinggi

negara yang satu tidak bertanggung jawab kepada lembaga tinggi negara
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lainnya. Kinerja lembaga tinggi negara dipertanggungjawabkan kepada
rakyat.

Konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) yang
dijalankan republik ini mengantarkan setiap lembaga negara mempunyai
kewenangan dan kekuasaan yang berimbang. Eksistensi tiga kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus dipisah. Kekuasaan
penyelenggaraan negara tidak boleh berada ditangan satu badan.

Dewan Perwakilan Rakyat (seterusnya disingkat DPR) adalah
suatu struktur legislatif yang punya kewenangan membentuk undang-
undang. Dalam membentuk undang-undang tersebut, Dewan Perwakilan
Rakyat harus melakukan pembahasan serta persetujuan bersama Presiden.
Fungsi-fungsi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat adalah: (1)
fungsi anggaran; (2) fungsi legislasi; dan (3) fungsi pengawasan. Dalam
menjalankan fungsi-fungsi tersebut, setiap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat memiliki hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat,
hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul, dan hak imunitas.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya dipilih lewat
pemilihan umum ‘dan-setiap calonnya berasal dari partai-partai politik.
Secara substansial, struktur dan fungsi DPRD I serta DPRD II adalah sama
dengan .Dewan Perwakilan Rakyat  pusat. Hanya saja, lingkup
kewenangan DPRD I adalah di tingkat Provinsi sementara DPRD II di
tingkat Kabupaten atau Kota.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sebuah lembaga yang
menjalankan fungsi perwakilan politik (political representative) karena
fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat
Anggotanya terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat melihat segala masalah dari kacamata politik. Melalui
lembaga ini, masyarakat di suatu negara diwakili kepentingan politiknya
dalam tata kelola negara sehari-hari. Kualitas akomodasi kepentingan

sebab itu bergantung pada kualitas anggota dewan yang dimiliki.
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Dalam skema sistem politik David Easton, Dewan Perwakilan
Rakyat bekedudukan hampir di setiap lini: (1) Dalam lini input, Dewan
Perwakilan Rakyat  merespon kepentingan masyarakat melakukan
mekanisme pengaduan harian; (2) Dalam hal ini konversi Dewan
Perwakilan Rakyat bersama pemerintah bernegosiasi bagaimana
kepentingan masyarakat diakomodir; dan (3) Dalam lini output Dewan
Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-undang yang merupakan
kebijakan negara yang harus dijalankan lembaga kepresidenan. Lebih
lanjut, Almond telah merinci aneka fungsi yang dimaksud skema sistem
politik Easton. Dalam konteks pemikiran Almond, maka Dewan
Perwakilan Rakyat adalah struktur yang menjalankan fungsi-fungsi input
(agregasi kepentingan, komunikasi politik) dan fungsi output yaitu
legislasi. Dalam kekuasaannya sebagai legislator, DPR berhadapan dengan
Presiden dan DPD. Harus ada kerjasama harmonis antara ketiga institusi
ini, kendati kekuasaan legislatif tetap ada di tangan DPR.

Berdasar Pasal 20 Undang Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan
Rakyat dipahami sebagailembaga legislasi atau legislator, bukan Presiden
atau Dewan Perwakilan Rakyat . Dalam konteks pembuatan undang-
undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini, Undang Undang Dasar 1945
menggariskan hal-hal sebagai berikut:

DPR adalah pemegang kekuasaan legislatif, bukan Presiden atau DPD;

b. Presiden adalah lembaga yang mengesahkan rancangan Undang-
undang yang telah mendapat persetujuan besama dalam rapat
paripurna Dewan Perwakilan Rakyat resmi menjadi Undang-undang;

c. Rancangan Undang-undang yang telah resmi sah menjadi Undang-
undang wajib diundangkan sebagaimana mestinya;

d. Setiap rancangan undang-undang dibahas agar diperoleh persetujuan
bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat ;

e. Jika RUU adalah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat , maka Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai institusi akan berhadapan dengan Presiden
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sebagai kesatuan institusi yang dapat menolak inisiatif Dewan
Perwakilan Rakyat itu (seluruhnya atau sebagian). RUU itu tidak
boleh lagi diajukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam tahun sidang
yang sama. Di sini, posisi Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
berimbang;

f. Jika RUU inisiatif Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat juga
berhak menerima ataupun menolak (sebagian atau seluruhnya).
Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan voting untuk menerima
atau menolak RUU yang diajukan Presiden itu;

g. Jika suatu RUU telah disetujui dalam rapat 'paripurna DPR dan
disahkan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, maka
secara substantif ataupun materiill RUU tersebut sah sebaga UU.
Namun, pengesahan Dewan Perwakilan Rakyat itu belum mengikat
secara umum karena belum disahkan oleh Presiden serta diundangkan
sebagaimana mestinya. Meski Presiden sudah tidak dapat lagi
mengubah materinya. atau tidak menyetujuinya, tetapi sebagai UU ia
sudah sah; dan

h. Suatu Rancangan Undang Undang yang disahkan Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai Undang Undang  baru bisa berlaku umum
mempertimbangkan kondisi berikut : (a) Faktor pengesahan oleh
Presiden dengan cara menandatangani naskah Undang-undang itu; (b)
Faktor tenggang waktu 30 hari sejak pengambilan keputusan atas
rancangan UU tersebut dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat  (pengesahan materil oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
pengesahan formil oleh Presiden).

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi
membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Fungsi anggaran
adalah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama

Presiden. Fungsi pengawasan adalah mengawasi jalannya pemberlakuan
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suatu undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat berikut aktivitas yang
dijalankan Presiden.

Untuk melaksakan fungsi-fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki serangkaian hak. Hak-hak tersebut dibedakan menjadi Hak Dewan
Perwakilan Rakyat selaku Lembaga dan Hak Dewan Perwakilan Rakyat
selaku Perseorangan. Hak Dewan Perwakilan Rakyat selaku Lembaga
meliputi: (1) hak interpelasi; (2) hak angket; (3) hak menyatakan pendapat;
(4) hak mengajukan pertanyaan; (5) hak menyampaikan usul dan pendapat;
dan (6) hak imunitas.

Hak Interpelasi diatur dalam Undang Undang No.22 tahun 2003, yaitu
sebagai lembaga DPR berhak meminta keterangan kepada pemerintah
mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Angket adalah hak
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga, untuk menyelidiki kebijakan
pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. -Hak Menyatakan Pendapat adalah hak Dewan
Perwakilan Rakyat “sebagai lembaga, untuk mengajukan usul menyatakan
pendapat mengenai:

1) kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di
tanah air.atau situasi dunia internasional;

2) tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; dan

3) dugaan bahwa Presiden dan atau Wapres melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden atau Wapres.

Selain itu, Hak Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan
Rakyat selaku Perseorangan meliputi (1) Hak Mengajukan RUU; (2) Hak
mengajukan pertanyaan; (3) Hak menyampaikan usul dan pendapat; (4) Hak
memilih dan dipilih; (5) Hak membela diri; (6) Hak imunitas; (7) Hak
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protokoler; dan, (8) Hak keuangan dan administratif. Keterangannya adalah

sebagai berikut:

1. Hak mengajukan rancangan undang-undang adalah hak setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat  untuk mengajukan Rancangan Undang-
undang.

2. Hak mengajukan pertanyaan adalah hak setiap anggota Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mengajukan pertanyaan kepada Presiden yang
disusun baik secara lisan/tulisan, singkat, jelas, dan disampaikan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Hak menyampaikan usul dan pendapat adalah hak’ setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan usul dan pendapat
mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak
dibicarakan dalam rapat.

4. Hak memilih dan dipilih adalah hak setiap anggota Dewan Perwakilan
Rakyat untuk menduduki jabata tertentu pada alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat sesuai‘dengan mekanisme yang berlaku.

5. Hak membela diri adalah hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat
untuk melakukan pembelaan diri dan atau memberi keterangan kepada
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atas tuduhan
pelanggaran Kode Etik atas dirinya.

6. Hak. imunitas adalah hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat
tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun
tertulis dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
dan Kode Etik anggota dewan.

7. Hak protokoler adalah hak setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat
bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan
perundang-undangan.

8. Hak keuangan dan administratif adalah hak setiap anggota Dewan

Perwakilan Rakyat untuk beroleh pendapatan, perumahan, kendaraan,
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dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan selaku wakil rakyat.

Sebagai ilustrasi hak ini, menurut Surat Edaran Setjen DPR RI No.

KU.00/9414/DPRRI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , penerimaan keuangan anggota

DPR terdiri atas dua bagian, yaitu: (1) Gaji Pokok dan Tunjangan, dan

(2) Penerimaan Lain-lain. Misalnya, bagi anggota Dewan Perwakilan

Rakyat yang hanya merangkap menjadi anggota Komisi, maka jumlah

gaji pokok dan tunjangan bersih sebulannya.

Selain punya hak, anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga

punya kewajiban yang harus ia penuhi selama masa jabatannya (5

tahun). Kewajiban-kewajiban tersebut adalah;

1. Mengamalkan Pancasila

2. Melaksanakan Undang-Undang /Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan

3. Melaksanakan kehidupan. demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan

4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan
negara kesatuan-Republik Indonesia

5. Mempethatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat

6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat

7.~“Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan

8. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
pemilih dan daerah pemilihannya

9. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat dan

10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga
yang terkait.
Di Dewan Perwakilan Rakyat , para anggota dewan tergabung ke

dalam fraksi-fraksi. Fraksi adalah pengelompokan anggota dewan
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berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum. Fraksi ini
bersifat mandiri serta terbentuk dalam rangka optimalisasi dan
pengefektivitasan pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban
Dewan Perwakilan Rakyat . Fraksi mempunyai anggota sekurang-
kurangnya 13 orang. Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan anggota
dari dua atau lebih partai politik hasil Pemilihan Umum yang kurang dari
13 orang atau dapat bergabung dengan Fraksi lain. Setiap anggota dewan
harus menjadi anggota salah satu Fraksi. Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh
anggota Fraksinya masing-masing.

Tugas utama fraksi adalah mengkoordinasi kégiatan anggota dalam
melaksanakan tugas dan wewenang mereka selaku anggota dewan. Fraksi
juga bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan
efisiensi kerja para anggota dalam. melaksanakan tugas, dan tugas ini
tercermin dalam setiap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat . Dewan
Perwakilan Rakyat juga menyediakan sarana dan anggaran guna
kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi menurut perimbangan jumlah anggota
tiap-tiap Fraksi.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR membentuk
Alat Kelengkapan DPR yang terdiri atas: (1) Pimpinan DPR; (2) Badan
Musyawarah; (3) Komisi; (4) Badan Legislasi; (5) Panitia Anggaran; (6)
Badan Urusan Rumah Tangga; (7) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen; (8)
Badan‘Kehormatan; dan (9) Panitia Khusus.

Sedangkan dalam lembaga Eksekutif ada beberapa hal antara lain :
a. Dilaksanakan oleh seorang Presiden dan wakil presiden
b. Selain kepala negara, juga kepala pemerintahan
c. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu, bukan

dari partai pemenang
d.  Presiden berhak memilih kabinetnya
e. Menyetujui RUU
Selain hal tersebut, Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, membatasi masa jabatan
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presiden/wakil presiden selama 2 periode. Presiden memegang kekuasaan
pemerintahan (eksekutif) berdasarkan konstitusi. Dalam melakukan tugas
tersebut, presiden dibantu wakil presiden. Presiden juga berhak
mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tidak dipilih dan diangkat
oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melainkan langsung dipilih oleh
rakyat dalam Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik
atau gabungan partai politik sebelum Pemilu. Setelah terpilih, periode
masa jabatan Presiden adalah 5 tahun, dan setelah itu, ia berhak terpilih
kembali hanya untuk 1 lagi periode.

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara
lain. Dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan
akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara, dan atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-unidang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat. Presiden juga memiliki kewenangan meyatakan keadaan bahaya.
Syarat-syarat dan akibat dari keadaan bahawa ditetapkan dengan undang-
undang,

Selain itu, Presiden juga memiliki hak untuk memberi grasi dan
rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan,
atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh
presiden. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan
haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang
diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena
ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan
undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
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Presiden juga memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat . Amnesti
adalah pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang)
yang memuat pencaabutan semua akibat pemidanaan dari suatu perbuatan
pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (delik)
tertentu, bagi terpidana, terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan
delik-delik tersebut. Abolisi adalah penghapusan terhadap seluruh akibat
penjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana,
terdakwa yang bersalah melakukan delik.

Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan:lainnya juga diberikan
Presiden kepada individu maupun kelompok yang diatur dengan undang-
undang. Dalam melakukan tugasnya, Presiden dapat membentuk suatu
dewan pertimbangan untuk memberikan “nasehat dan pertimbangan
kepadanya, dan ini diatur dengan undang-undang.

Terkait hubungan legislatif dan eksekutif, dalam konstitusi pra-
amandemen negara ini,. kedaulatan negara berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya. oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai
lembaga tertinggi negara. Dari Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah,
kedaulatan rakyat  dibagi secara vertikal ke lembaga tinggi negara
dibawahnya: Prinsip yang dianut adalah pembagian kekuasaan (division or
distribution of power).

Akan tetapi dalam konstitusi pasca-amandemen, kedaulatan rakyat
itu ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya
(Separation of Power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan
sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling
mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks and balances
(saling imbang dan saling awas).

Posisi antara legislatif (MPR/DPR) dan eksekutif (Presiden/Wakil
Presiden) dalam konstitusi pasca-amandemen adalah sejajar. Berbeda
dengan konstitusi pra-amandemen, legislatif (MPR) berada diatas

ekeskutif (Presiden), walau pada kenyataannya eksekutiflah yang
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sebenarnya berada diatas dan mengendalikan legislatif. Posisi yang sejajar
dalam konstitusi pasca-amandemen juga menimbulkan hubungan baru
antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, berbeda dengan
hubungan antar-keduanya dalam konstitusi pra-amandemen.

Dari studi singkat terhadap kontitusi (Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945), ditemukan beberapa bentuk
hubungan antara legislatif dan eksekutif tersebut misalnya dalam bidang,
pertama, kekuasaan legislasi (membuat undang-undang). Terdapat dalam
Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal 20 ayat (2) “‘Setiap rancangan
undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
untuk mendapatkan persetujuan bersama.”

Kedua pasal ini mensuratkan adanya pengurangan kekuasaan
legislasi Presiden. Presiden dikembalikan ke posisi sebagai pelaksana
undang-undang, bukan pembentuk undang-undang dan DPR sebagai
lembaga pembuat undang-undang. Posisi Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai pembuat undang-undang ini semakin diperkuat oleh konstitusi
dengan Pasal 20 ayat<(5): “Dalam hal rancangan undang-undang yang
telah disetujui'bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu
tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui,
rancangan. undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan.” Pada bidang kekuasaan legislasi, pemisahaan kekuasaan
(Separation of Power) dalam konstitusi pasca-amandemen (Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah diakomodir.

Kedua, kekuasaan administratif dan kelembagaan. Terdapat dalam
Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak

lagi memenubhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
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Dan Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Posisi Presiden/Wakil Presiden dikontrol oleh Dewan Perwakilan
Rakyat melalui mekanisme pemakzulan (impeachment process) serta
posisi Dewan Perwakilan Rakyat sama kuat dengan Presiden, karena
Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
Sepertinya pada bidang kekuasaan ini, kekuasaan Dewan Perwakilan
Rakyat lebih besar dari Presiden, karena Dewan Perwakilan Rakyat bisa
mengkontrol Presiden lewat mekanisme pemakzulan. Prinsip saling awas
(checks) bersifat searah dan cenderung legislative héavy. Lalu bagaimana
bentuk kontrol Presiden terhadap Dewan Perwakilan Rakyat ? sejauh ini
penulis tidak menemukan pasal dalam “kontitusi pasca-amandemen
(Undang Undang Dasar Negara. Republik Indonesia 1945) yang
menyebutkan kontrol Presiden terhadap Dewan Perwakilan Rakyat . Pasal
pemakzulan menurut hipotesa penulis dilandasi pada aksi sejarah Orde
Baru yang memberikan kewenangan sangat besar pada Presiden. Jadi Pasal
pemaksulan harus melalui prosedur yang rumit.

Ketiga, kekuasaan-militer dan diplomatik. Terdapat dalam Pasal 11
ayat (1) “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain.” Ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.” Dan Pasal 13 ayat (2) “Dalam hal
mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.” Ayat (3) Presiden menerima penempatan duta negara
lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Presiden hanya memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat apabila mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta

besar negara lain. Kata memperhatikan disini berarti bukan sebuah
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keharusan? Kata “memperhatikan” menurut hemat penulis adalah sebuah
bentuk saling imbang (balances) antara Dewan Perwakilan Rakyat
(legislatif) dengan Presiden (eksekutif).

Keempat, kekuasaan yudikatif. Terdapat dalam Pasal 14 ayat (2)
“Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Pasal ini jelas mensuratkan
adanya prinsip saling imbang (balances) antara DPR dengan Presiden.

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam
mewujudkan tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan
negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh
karena itu, sejak proklamasi kémerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945,
Pemerintah Negara Republik ~Indonesia bertekad menjalankan fungsi
pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.

Oleh karenanya dilakukan amandeman Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan agar tejadi pergeseran
lembaga ~negara dalam system ketatanegaraan. Kekuasaan Presiden
sebagai. pemegang tertinggi tampuk kekuasaan eksekutif, lebih terpusat
pada ~urusan-urusan jalannya pemerintahan, kekuasaan legislatif yang
semula dominan pada kekuasaan eksekutif, kini kekuasaan tersebut
dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat . Amandemen Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan
kedudukan Presiden sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perimbangan kedudukan tersebut diwujudkan dalam ketentuan bahwa
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang
Dasar (Pasal 4 ayat (1), sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1). Hal ini

menandakan bahwa kedudukan Presiden tidak bergantung pada parlemen
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seperti dalam sistem parlementer. Dewan Perwakilan Rakyat ataupun
Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat dengan mudah
memberhentikan Presiden dan atau Wakil Pesiden dalam masa jabatannya,
kecuali karena melakukan pelanggaran hukum tertentu yang harus
diputuskan terlebih dahulu melalui mekanisme hukum dalam forum
pengadilan Mahkamah Konstitusi. Perubahan mendasar kekuasaan
eksekutif dan kekuasaan legislatif, menegaskan perubahan yang mendasar
dan menegaskan sistem presidensial dalam Undang Undang Dasar 1945.
Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan _pasca amandemen
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dilaksanakan dengan sistem presidensial. Urusan pemerintahan dalam
sistem presidensial yang telah lebih terpusat pada kekuasaan eksekutif
pasca amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan terhadap
masyarakat, di mana negara/memerlukan kekuasaan yang lebih luas.
Negara diidealkan untuk ‘mienanganai hal-hal yang sebelumnya tidak
ditangani. Oleh karenanya, untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat
pemegang kekuasaan-eksekutif (pemerintah) dalam negara modern
mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan luas. Sebagai pemegang
kekuasaan_eksekutif, Presiden dalam menjalankan fungsi dan tugasnya
sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dibantu oleh menteri- menteri negara.

Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, lembaga-
lembaga negara yang memegang ketiga kekuasaan tersebut ialah keuasan
exekutif kekuasan legislatif dan kekuasan yudikatif, getiga kekuasan itu
disebut sebagai lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, yaitu ketika
diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) No.
III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga
Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
Dalam TAP MPR tersebut, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan
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Pertimbangan Presiden (DPA) disebut dengan lembaga tinggi negara. Ada
satu lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat itu
sendiri. Setelah mengalami amandemen Undang Undang Dasar 1945
istilah tersebut tidak dikenal lagi, dan kita hanya mengenal lembaga
negara, baik lembaga negara yang bersifat utama (main state organ seperti
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan MA), maupun lembaga negara
tambahan atau pendukung (auxiliary state organ seperti DPD, Komisi
Yudisial, BPK). Ciri yang menonjol dari praktek ketatanegaraan pada saat
itu adalah kuatnya eksekutif atau dominasi eksekutif (executive heavy),
baik dalam hubungannya dengan lembaga legislatif,..maupun dengan
lembaga yudikatif. Namun, sejalan dengan« perkembangan dinamika
demokrasi di tanah air, bangsa kita pernah melakukan suatu perubahan
sikap dan pola pikir yang sangat. ekstrim yang termanifestasi dalam
gerakan reformasi yang melibatkan banyak elemen masyarakat, yang pada
akhirnya melahirkan berbagai’ perubahan mendasar dan penting dalam
sistem ketatanegaraan kita.

Salah satu agenda.reformasi tersebut adalah melakukan perubahan
atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun'1945 yang sebelumnya dianggap “sakral”, sehingga tidak
dapat diamandemen. Agenda amandemen Undang Undang Dasar Negara
Republik ‘Indonesia Tahun 1945 tersebut menyentuh struktur dan sistem
ketataniegaraan. Pengaturan mengenai lembaga-lembaga negara yang
semula sangat sumir, dirumuskan secara lebih lengkap dalam Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perintah
untuk dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang yang mengatur tiga
pilar utama lembaga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif dengan
Presiden sebagai main state organ, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan
yudikatif. Perubahan ini menggambarkan bahwa reformasi telah
memberikan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara
dari sistem yang otoriter, sentralisasi menuju sistem demokrasi yang

terkonsolidasi. Sistem demokrasi yang terkonsolidasi didasarkan pada
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beberapa prinsip, yaitu rechtsstaat (praktek penyelenggaraan negara
berdasarkan hukum), birokrasi yang netral dan efisien, masyarakat sipil
yang otonom, masyarakat politik yang otonom, serta masyarakat ekonomi
yang otonom. Amandemen terhadap Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengubah dasar-dasar konsensus
dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada
tataran suprastruktur maupun infrastruktur politik.

Pada sisi kekuasaan eksekutif, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 memperkuat _ karakter sistem
pemerintahan presidensiil dengan menetapkan. Presiden dan Wakil
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. D1 samping itu, penataan
kekuasaan eksekutif ditandai pula dengan penghapusan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA) sebagai satu lembaga negara yang berdiri
sendiri. Penghapusan DPA dan perintah kepada Presiden untuk
membentuk Badan Penasehat Presiden, memperjelas bahwa badan tersebut
sebagai bagian dari kekuasaan- eksekutif yang mendukung pelaksanaan
kekuasaan pemerintahan. Demikian pula dengan kementerian negara,
Undang Undang Dasar 1945 mempertegas kedudukan menteri-menteri
sebagai pembantu Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.-Penguatan kedudukan kementerian-kementerian negara ditandai
pula dengan perintah Undang Undang Dasar 1945 untuk mengatur
mengenai pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian
negara dengan undang-undang. Berdasarkan sistem pemerintahan
presidensiil ini, Presiden secara politis tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanggungjawaban Presiden adalah
pertanggungjawaban hukum apabila melakukan pelanggaran berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela dan / atau pendapat bahwa Presiden
dan/atau wakil Presiden tidak lagi memnuhi syarat sebagai Presidn
dan/atau wakil Presiden (pasal 7 B ayat (1) Undang-undang dasar yang di

amandemen ) hukum yang diproses melalui mekanisme impeachment.
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Pada sisi kekuasaan yudikatif, Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan tiga lembaga yang terkait
dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang ketiga
lembaga negara di bidang kekuasaan yudikatif tersebut, diatur dalam
undang-undang tersendiri. Pada sisi kekuasaan legislatif, terjadi penataan
kelembagaan yang ditandai reposisi dan penegasan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR RI) sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-
undang dan terbentuknya lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan membentuk
undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat ' Republik Indonesia
melaksanakan tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan. Demikian pula, Dewan Perwakilan Daerah dengan
kewenangannya yang terbatas dalam bidang legislasi, anggaran dan
pengawasan, misalnya Dewan Perwakilan Daerah mengajukan rancangan
Undang-undang berkaitan ‘déngan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan- dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah (pasal 22
D ayat (1) Undang-undang dasar 1945 yang di amandemen), DPD ikut
mebahas ‘rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah’ pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah’ pengelohan sumber daya alam dan sumber daya
ekonimi lainnya, serta pertimbang pusat dan daerah’ serta memberi
pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran
pedapatan belanja dan negara dan rancanagn undang-undang yang
berkaitan dengan pajak,pendidikan,dan agama pasal 22 D (2) Undang-
undang dasar 1945 yang di amandemen tetap dilihat sebagai bagian

lembaga negara di bidang kekuasaan legislatif.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

1. Alasan adanya Kebijakan Pembatasan Kekuasaan Eksekutif dalam
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

a. Pembatasan masa jabatan Presiden perlu dipertegas sebab pasal 7
Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dimana Presiden dan Wakil
Presiden memegang masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat
dipilih kembali, sehingga pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang
asli akan memungkinkan Presiden menjabat seumur hidup dan akan
berpengaruh buruk terhadap demokrasi dan regenerasi.

b. Pembatasan kekuasaan eksekutif penting untuk mewujudkan negara
hukum yang demokratis,-sebab pasal 24 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang asli yang menyatakan ‘“kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh ‘sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan
Kehakiman. menurut Undang-Undang. Dengan terbitnya Undang-
Undang No. 19 Tahun 1964 (KETENTUAN-KETENTUAN
POKOK KEKUASAN KEHAKIMAN ) dan Undang-Undang No.
14 Tahun 1970 (TENTANG POKOK-POKOK KEHAKIMAN)
belum mencerminkan negara hukum yang demokratis karena
eksekutif ikut campur dalam wurusan pengadilan, maka perlu
pembatasan kekuasaan eksekutif dalam urusan peradilan yang
ditegaskan dengan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang
yang jelas dan tegas.

c. Pembatasan kekuasaan eksekutif dalam hal legislasi perlu sekali
dibatasi sebab Undang-Undang Dasar 1945 yang asli Pasal 21 ayat
(2) dalam pelaksanaannya pernah terjadi peristiwa dimana Dewan

perwakilan Rakyat diperintah oleh eksekutif untuk merevisi Undang
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Undang yang telah disahkan oleh eksekutif. Hal ini menunjukkan
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat selain tunduk pada eksekutif juga
lemah. Padahal mempunyai kedudukan yang sama.

d. Hak prerogratif Presiden perlu pembatasan yang jelas baik dengan
Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang sehingga
dalam menegakkan hak preogratif, Presiden dapat menerapkan

dengan baik dan adil.

2. Kemampuan Norma-norma Hasil Amandemen_.Undang-Undang
Dasar 1945 dalam mewujudkan Check and‘Balance dalam Sistem

Pemerintahan Republik Indonesia.

1. Norma yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang telah
diamandemen telah mewujudkan Check and Balance dalam
pembuatan Undang-undang

2. Norma dalam Pasal .7 B -UUD 1945 yang diamandemen memberi
kedudukan yang kuat Presiden dalam memerintah.

3. Norma dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) menunjukkan
penugasan maupun penerimaan duta telah melalui filter.

4. Norma Pasal 14 ayat 1 Persiden dalam memberi grasi dan rehabiltasi
dengan pertimbangan MA adalah pertimbangan yang menyangkut
masalah kemanusiaan misalnya usia,keamanan,kelakuan, sehingga
bukan pertimbangan dalm hal hukum.

5. Norma Pasal 14 ayat (2) yang diamandemen Presiden dalam memberi
amnesti dan abolisi meminta pertimbangan DPR adalah demi
mewujudkan keamanan dalam masyarakat dan negara serta demi

keadilan dan kepentingan umum.
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C. Implikasi

Implikasi dari Hasil penelitian tersebut adalah :

1. Dengan adanya alasan kebijakan pembatasan kekuasaan eksekutif dalam
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 maka memberikan peran yang besar kepada Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai lembaga perwakilan rakyat, sehingga kadang-kadang
rapat menemui jalan buntu dalam pengajuan Rancangan Undang Undang
selalu dimungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat hanya mementingkan
Partai Politik dan bukan kepentingan umum.

2. Dengan norma-norma hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945
dapat mewujudkan check and balances dalam sistem pemerintahan
Republik Indonesia berimplikasi pada penyelenggaraan Pemerintahan
semakin tertata, tetapi dimungkinkan misal dalam perubahan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat macet dalam
perundingan maka akan terjadi kompromi yang akibat memanipulasi data

dan keuangan oleh kedua belah pihak.

D. Saran
Berdasarkan keésimpulan dan implikasi disarankan
- Pasal 13 ayat (2), pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2)
UUD 1945 yang diamandemen Presiden harus melaksanakan dengan
kosekuwen dalam peminta pertimbangan DPR maupun MA, namun
pertimbangan ini jangan merupakan suatu keharusan bagi Presiden

untuk melaksanakan hasil pertimbangan dari DPR maupun MA.
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